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Regulasi Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia dan 

Perkembangan Keuangan Syariah
Umi Rohmah

Eksistensi Lembaga Fatwa dan Lembaga Keuangan Syariah
Studi keuangan syariah di Indonesia dititikberatkan 

mengenai fungsinya sebagai media untuk mengatasi persoalan 
kemiskinan, produk, dan implementasinya di lembaga keuangan 
syariah, atau aturan dan kesesuaian antara praktik keuangan 
syariah dengan ketentuan syariah/ hukum Islamnya. Sakai (Sakai, 
2008, 2010, 2014) dan Nazirwan (Nazirwan, 2015) membahas 
bagaimana keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah atau 
dikenal dengan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. 
Hefner mengkaji eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
sebagai lembaga fatwa mendorong islamisasi lembaga keuangan 
(Hefner, 2003), yang tampak dari jenis produk transaksinya.

MUI, terutama Dewan Syariah Nasional berfungsi sebagai 
lembaga fatwa telah mendorong perkembangan keuangan syariah 
Indonesia. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991 
setelah adanya diskusi dan workshop mengenai bunga bank dan 
perbankan dalam Islam oleh MUI 18-20 November 1990. Lembaga 
keuangan mikro syariah atau BMT juga berdiri di tahun 1992 dan 
terus berkembang seiring dukungan pemerintah (Choiruzzad & 
Nugroho, 2013). Saat ini Indonesia telah memiliki 12 bank umum 
syariah, 21 Unit Usaha Syariah, 166 Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah, dan sekitar 4500 BMT. Seiring dengan pertumbuhan 
lembaga keuangan syariah tersebut, kebutuhan akan fatwa 
mengenai praktik keuangan Islam kemudian diakomodir oleh 
MUI melalui lembaga Dewan Syariah nasional semenjak tahun 
2000. Kini DSN MUI sudah memproduksi 152 fatwa per Juni 2022.
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Fatwa DSN MUI cenderung lahir dari kegelisahan praktik yang 
telah berjalan di lembaga keuangan syariah di Indonesia karena 
pada awalnya fatwa DSN MUI dikeluarkan untuk merespons 
permintaan dari masyarakat terkait produk keuangan syariah/ 
sistem transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah 
berdasarkan hukum Islam.

Kehadiran fatwa DSN MUI tidak saja memberikan kepastian 
hukum bagi masyarakat dan praktisi, tetapi juga khususnya 
mendorong pertumbungan keuangan syariah di Indonesia. 
Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, pertumbuhan 
keuangan syariah jika lihat dari total assetnya melalui 3 subsektor, 
yaitu perbankan syariah, industri keuangan non bank (IKNB) 
syariah (asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, 
lembaga non bank syariah lainnya), dan pasar modal syariah 
(sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah)  sebesar 
Rp, 2.050.044 triliun atau US$143.70 miliar (di luar saham syariah) 
berdasarkan kurs tengah BI per Desember 2022 Rp. 14.269,01/
US$ (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Regulasi Fatwa DSN MUI Terkait Keuangan Syariah
Berdasarkan deskripsi di atas, fatwa DSN MUI telah 

berperan sesuai dengan status dan fungsinya, yakni sebagai 
salah satu sumber hukum Islam dalam praktik keuangan syariah 
telah memberikan arahan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
dan praktisi. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum 
memaksa dan tidak bersifat memaksa untuk dilaksanakan, 
namun fatwa DSN MUI telah dijadikan sumber hukum formil di 
lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga perbankan syariah 
maupun lembaga keuangan non perbankan syariah. Hal ini 
terjadi karena fatwa DSN telah diregulasi dalam bentuk undang-
undang, peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, 
Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan OJK, Surat 
Edaran OJK, dan yang lainnya. 
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Pertama, regulasi fatwa DSN MUI dalam Undang-undang. 
Sebagian fatwa DSN MUI telah dimuat dalam peraturan 
perundang-undangan negara Republik Indonesia. Misalnya, 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 
telah mengatur bahwa aktivitas bank syariah, unit usaha syariah, 
bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan prinsip syariah. 
Sementara ketentuan mengenai bank syariah dalam fatwa DSN 
MUI diatur lebih dari puluhan fatwa. Selain itu, ada Undang-
Undang No. Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 
Negara. Undang-Undang ini lahir terlebih dahulu dibandingkan 
dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI No 69 dan 70 tahun 2008 
mengenai SBSN dan penerbitannya.

Kedua, regulasi fatwa DSN MUI melalui Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. Perma No 2 tahun 2008 mengenai 
kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) telah diterbitkan. Isi 
buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 4 bab, yaitu 
subjek hukum dan amwal (harta/benda), akad (perjanjian), zakat 
dan hibah, serta akuntansi syariah. Secara umum, KHES telah 
membahas semua sistem akad keuangan syariah seperti diatur 
dalam fatwa DSN. Misalnya, sistem jual beli murabahah, sistem 
kerjasama musyarakah-mudarabah, sistem pengupahan/ jasa ijarah, 
atau sistem transaksi gadai/ rahn, dan akad-akad lainnya.

Ketiga, regulasi fatwa DSN MUI dengan peraturan Bank 
Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai perbankan 
syariah ada sekitar 92 aturan semenjak 2004 hingga 2013. Ada 
sekitar lebih dari puluhan fatwa DSN MUI yang mengatur 
mengenai produk perbankan syariah yang sudah ditindak lanjuti 
dalam peraturan BI ataupun SEBI. Misalnya, fatwa DSN MUI 
48 mengenai pengatuan kembali murabahah diatur dalam SEBI 
No 13/16/DPbs tentang restrukturisasi pembiayaan bagia bank 
pembiayaan rakyat syariah.

Keempat, regulasi fatwa DSN MUI didasarkan pada Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edara Otoritas Jasa Keuangan 
Republik Indonesia. Misalnya, OJK mengeluarkan peraturan 
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mengenai pasar modal syariah berjumlah 11 aturan dari tahun 
2015 sampai dengan 2021. Dasar fatwa DSN MUI mengenai 
pasar modal syariah ada 24 fatwa, tetapi hanya 6 fatwa DSN MUI 
yang dijadikan dasar perkembangan pasar modal syariah, yakni 
sebagai berikut:

1.	 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana 
Syariah

2.	 Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang 
Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 
Syariah di Bidang Pasar Modal

3.	 Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang 
Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme 
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler 
Bursa Efek

4.	 Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang 
Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan 
Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek 
Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu

5.	 Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang 
Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, 
dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek 
Bersifat Ekuitas di Bursa Efek

6.	 Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang 
Saham

Kelima, regulasi fatwa DSN MUI melalui peraturan 
pemerintah/ peraturan Menteri perkoperasian dan UMKM 
yang berkaitan dengan kegiatan keuangan koperasi syariah. 
Misalnya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (UMKM) Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 
Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah oleh koperasi (Kementerian Koperasi 
dan UKM, 2017). Peraturan ini berisi tentang kegiatan usaha 
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penyimpanan/ wadiah dan pembiayaan syariah/ murabahah yang 
diselenggarakan oleh koperasi syariah. Sementara itu, fatwa DSN 
MUI mengenai wadiah dan murabahah telah dikeluarkan melalui 
fatwa DSN MUI NO 2,3,4,5,7,8,13,16, 23, 46,47,48,49. 

Keenam, regulasi fatwa DSN MUI oleh Peraturan Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan tahun 2007-
2012 mengenai industry keuangan non bank (IKNB) Syariah. 
Setidaknya ada 6 peraturan BAPEPAM dan Menteri Keuangan 
terkait IKNB Syariah di tahun 2007, 2010, 2011, dan 2012. Sebagai 
contoh, kegiatan asuransi syariah fatwa DSN No 106, 139 diatur 
dalam peraturan Menteri keuangan nomor 11/PMK.010/2011 
tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha 
Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Regulasi fatwa DSN MUI melalui enam bentuk tersebut 
merupakan upaya pemerintah dalam mengatur keuangan 
syariah secara positivistik. Selain itu, regulasi pemerintah 
diharapkan dapat mendorong pertumbungan ekonomi syariah 
di Indonesia dan dalam relasinya dengan ekonomi Islam dunia. 
Pemerintah sedang berupaya menyiapkan instrumen-instrumen 
pendukungnya. Salah satunya adalah melalui regulasi fatwa 
DSN ini dilakukan untuk menjamin kepentingan pemerintah dan 
masyarakat. 

Pentingnya Regulasi Fatwa DSN MUI bagi Perkembangan 
Keuangan Syariah di Indonesia

Eksistensi fatwa DSN MUI dan regulasinya oleh pemerintah 
menunjukkan bahwa keberadaan fatwa DSN MUI sangat vital 
bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keuangan syariah 
di Indonesia, baik itu melalui lembaga keuangan bank syariah 
maupun industri keuangan non-bank syariah. Urgensi eksistensi 
fatwa tersebut tentu tidak dapat dipungkiri bersamaan dengan 
adanya kelemahannya. Misalnya, berdasarkan posisinya, fatwa 
dalam struktur tata hukum Indonesia tidak bersifat mengikat 
atau tidak memaksa, sehingga pelaksanaanya bersifat opsional. 
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Selain itu, jika dilihat dari isinya, fatwa DSN MUI masih bersifat 
konseptual dan global, sehingga diperlukan aturan operasional 
pendamping yang lebih khusus. Oleh karena itu, pemerintah 
membuat peraturan terkait kegiatan keuangan syariah 
berdasarkan atau bersumber hukum di antaranya dari fatwa-
fatwa DSN MUI. 

Regulasi fatwa DSN MUI dapat dimaksudkan untuk 
memberikan kekuatan legalitas fatwa sehingga peraturan yang 
pasti dan mengikat, seperti dijelaskan berikut: 

Pertama, memberikan kekuatan legalitas yang pasti dan 
mengikat. UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan 
peundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945, Ketetapan 
MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. Peraturan yang dibuat oleh badan, lembaga, 
dan komisi negara diakui secara hukum positif jika diberikan 
kewenangan atau diperintahkan oleh undang-undang. Oleh 
karena itu, fatwa DSN MUI hanya setingkat dengan pendapat 
hukum (legal opinion) yang sifatnya opsional (pilihan yang tidak 
mengikat) untuk dilaksanakan. Untuk menjadikan fatwa DSN 
MUI sebagai hukum positif diperlukan peraturan perundang-
undangan yang merujuk pada fatwa DSN MUI, selain dijadikan 
yurisprudensi melalui putusan pengadilan yang didasarkan pada 
fatwa DSN MUI. Regulasi fatwa DSN MUI seperti dijelaskan pada 
pembahasan sebelumnya merupakan bentuk dari positivisasi 
fatwa DSN MUI untuk dijadikan sumber atau dasar hukum 
yang lebih kuat dan mengikat dalam praktik keuangan syariah 
di Indonesia. Misalnya, Undang-undang No 21 tahun 2008 
tentang perbankan syariah dan UU No 19 tahun 2008 tentang 
Surat berharga syariah negara, atau Peraturan Mahkamah Agung 
No 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
menyebutkan ketentuan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan 
dalam fatwa DSN MUI. Pun peraturan atau surat edaran lembaga 
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atau pimpinan lembaga negara yang menjadikan fatwa DSN MUI 
sebagai salah satu dasar hukum penetepan peraturan atau surat 
edaran lembaga negara itu. Oleh karena itu, fatwa semacam ini 
telah sama kedudukan dan kekuatan hukumnya dengan undang-
undang atau peraturan pemerintah atau lembaga pemerintah 
sebagaimana ditetapkan dalam UU No 12 Tahun 2011. 

Kedua, kepentingan praktis sosial kemasyarakatan. 
Fatwa DSN MUI memliki struktur isi yang khas, yaitu dasar 
hukum Islam yang mencakup al-Qur’an, hadith, ijma’, qiyas, 
kaidah fiqhiyyah, dan pendapat ulama, yang diikuti dengan 
definisi istilah serta ketentuan umum suatu akad atau yang 
berkaitan dengan praktik ekonomi dan keuangan syariah. 
Mengingat ketentuan fatwa secara umum demikian, maka 
regulasi fatwa dibutuhkan untuk memberikan ketentuan 
rinci dan operasional agar lebih mudah pelaksanaannya pada 
praktik keuangan syariah/ ekonomi syariah. Sebagai contoh, 
peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan 
Prinsip Syariah di Pasar Modal yang menjelaskan tata cara 
atau prosedur operasional penerapan prinsip syariah di pasar 
modal menyebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwa penerapan 
prinsip syariah dilakukan berdasarkan fatwa DSN MUI.  
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